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Gelombang Pengujian semakin besar.
Setidaknya telah diuji 28 kali permohonan 
judicial review terkait Presidential Threshold

9
Menguji

Konstitusionalitas
Pasal 9 

UU No. 42 
Tahun 2008

19
Menguji

Konstitusionalitas
Pasal 222 
UU No. 7 

Tahun 2017

5 Perkara permohonan baru 
judicial review Pasal 222 
UU No. 7 Tahun 2017 diputus

1. Putusan No. 11/PUU-
XX/2022

2. Putusan No. 8/PUU-
XX/2022

3. Putusan No. 70/PUU-
XIX/2021

4. Putusan No. 66/PUU-
XIX/2021

5. Putusan No. 68/PUU-
XIX/2021

Semua Permohonan dinyatakan
N.O, hanya 3 yang dipertimbangkan
yang kemudian ditolak:

- Putusan 53/PUU-XV/2017
- Putusan 49/PUU-XVI/2018
- Putusan 54/PUU-XVI/2018



MK menyatakan Partai Politik memiliki legal
standing yang kuat dalam memohonkan
pengujian Pasal 222 UU Pemilu

Poin 3.6 Putusan MK Nomor 74/PUU-XVIII/2020
Permohonan Rizal Ramli

Poin 3.6.3 Putusan MK Nomor 66/PUU-XIX/2021
Permohonan Ferry Joko Yuliantoro

Meskipun demikian, gelombang pengujian dari pihak lain tidak boleh berhenti dan harus
ditingkatkan. Karena terdapat alasan konstitusional lain yang dapat digunakan agar MK 
semakin yakin untuk mengubah pandangannya terkait PT 20%. Salah satunya adalah 
adanya dinamika sosial di masyarakat yang begitu besar menuntut perubahan.
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MK menolak atau menyatakan permohonan tidak
dapat diterima dan berpendapat bahwa
presidential threshold adalah open legal policy 
dan merupakan bentuk penguatan sistem
presidensial di Indonesia.
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Logika Keliru MK dalam Pengujian
Presidential Threshold



2 Jenis Ambang Batas Pemilu Presiden dan 
Wakil Presiden dalam UUD 1945

a. Ambang batas pencalonan
Pasal 6A ayat (2)

“Pasangan calon Presiden dan 
Wakil Presiden diusulkan oleh 

gabungan partai politik
peserta pemilihan umum

sebelum pelaksanaan
pemilihan umum.”
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b. Ambang batas keterpilihan
Pasal 6A ayat (3)

“Pasangan calon Presiden dan Wakil 
Presiden yang mendapatkan suara lebih
dari lima puluh persen dari jumlah suara

dalam pemilihan umum dengan 
sedikitnya dua puluh persen suara di 

setiap provinsi yang tersebar di lebih dari
setengah jumlah provinsi di Indonesia, 

dilantik menjadi Presiden dan Wakil 
Presiden.”



Pasal 6A ayat (5) UUD 1945

“Tata cara pelaksanaan pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil 

Presiden lebih lanjut diatur dalam
undang-undang.”
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Letak Open Legal Policy



Batasan-batasan di dalam UUD 1945 yang 
menjelaskan bahwa presidential threshold bukanlah
open legal policy

a. Pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat (Pasal 6A ayat (1);
b. Yang mengusulkan adalah partai politik atau gabungan partai politik

peserta pemilihan umum (Pasal 6A ayat (2));
c. Pengusulan capres dan cawapres dilakukan sebelum pelaksanaan

pemilihan umum (Pasal 6A ayat (2));
d. Syarat capres didelegasikan berdasarkan Pasal 6 ayat (2));
e. Tata cara pemilu didelegasikan berdasarkan Pasal 6A ayat (5));
f. Mekanisme putaran kedua dan syarat untuk menentukan pemenang

Pilpres (Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4)).
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Dengan demikian, ketentuan dan syarat
penerapan konsep open legal policy terkait

presidential threshold tidak terpenuhi:
a. Norma yang akan diatur tidak dirumuskan

secara tegas dalam UUD 1945;
b. Norma yang akan diatur diberikan delegasi

penuh kepada pembuat undang-undang
untuk mengaturnya.
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DARI OLS KE CLS
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Open Legal Policy tidak boleh bertentangan dengan 
UUD 1945:

a. Bisa diterapkan sepanjang tidak dilakukan secara
sewenang-wenang dan di luar kewenangan
(Putusan MK No. 7/PUU-XI/2013);

b. Tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945
(Putusan MK No. 30 dan No. 74/PUU-XII/2014);

c. Hanya bisa diterapkan sepanjang tidak melanggar
moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang 
intolerable (Putusan MK No. 26/PUU-VII/2009).
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Potensi Pelanggaran Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pasal
222 UU No. 7/2017

1. Mengabaikan kepentingan rakyat untuk menghadirkan sebanyak-banyak calon pemimpin bangsa
dan lebih banyak mengakomodir kepentingan pemodal (oligarki politik);

2. Mengamputasi salah satu fungsi partai politik, yaitu menyediakan dan menyeleksi calon
pemimpin masa depan;

3. Diskriminasi terhadap partai politik baru untuk memiliki kesempatan yang sama untuk
mencalonkan/mengusung pasangan calon Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana
dalam Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945;

4. Jalan awal menuju tindakan oligarki atas dasar partai politik kecil seakan dipaksa bergabung
dengan partai yang berkuasa demi mencalonkan pasangan calon Presiden dan mendapatkan
efek ekor jas (coattail effect) dari calon presiden yang diusung;

5. Masyarakat tidak memiliki kesempatan luas untuk mengetahui dan menilai calon-calon
pemimpin bangsa yang dihasilkan partai politik peserta Pemilihan Umum, sehingga mencederai
esensi Pemilihan Umun langsung.

denny@integritylawfirm.id
12



13

Sistem Politik yang Koruptif
• Pendanaan Politik
• Pendanaan Kampanye

Bisnis yang kolutif antara
Pemerintah dengan Pengusaha
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Source: 
Duschinsky
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Lingkaran Setan Korupsi Politik
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Tahun 2018 INTEGRITY Law Firm mewakili 12 
Pemohon juga mengajukan judicial review

terkait presidential threshold
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1. Menghalangi lahirnya pemimpin baru yang 
berkualitas;

2. Ketakutan akan persaingan yang ketat;
3. Menghalang-halangi partai lain mengajukan 

kandidat-kandidat yang lebih berkualitas;
4. Memaksa Partai kecil untuk bergabung dan 

menyembah partai besar;

Tujuan Penerapan Presidential Threshold yang 
sebenarnya:
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PELUANG PERMOHONAN DIKABULKAN, 
TERGANTUNG PADA BEBERAPA HAL: 

1. Penguatan Legal Standing Pemohon;
2. Dalam pokok perkara, menemukan alasan

konstitutional yang berbeda atau setidaknya
mereformulasi alasan konstitutional pada
permohonan sebelumnya;

3. Publik dan media campaign yang masif dan efektif;
4. Perubahan pandangan atau komposisi hakim 

konstitusi.
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1.Kenegarawanan Partai Politik untuk 
mendukung PT 0 %

2.Maju sebagai Pemohon Uji Materiil
Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 
terutama Partai Politik peserta
Pemilu 2014 dan 2019 atau Partai
Politik yang memenuhi syarat
parliamentary Threshold

20

Tantangan
Bagi Partai Politik
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Belum ada Partai Politik besar yang mengajukan
permohonan judicial review terkait presidential
threshold

Sejauh ini baru 5 Partai yang mengajukan judicial review 
terkait presidential threshold:
a. Partai Solidaritas Indonesia (Putusan MK No. 60/PUU-

XV/2017)
b. Partai Bulan Bintang (Putusan MK No. 70/PUU-XV/2017)
c. Partai Idaman (Putusan MK No. 53/PUU-XV/2017)
d. Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen

(Putusan MK No. 61/PUU-XVI/2018)
e. Partai Ummat (Putusan No. 11/PUU-XX/2022)
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Perkara Nomor 52/PUU-XX/2022

PERJUANGAN BELUM SELESAI.
Partai PBB kembali mengujikan, kali ini bersama DPD RI
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INTEGRITY Programs
• INTEGRITY Scholarship
• INTEGRITY Constitutional 

Discussion
• INTEGRITY Legal Training
• INTEGRITY Legal Update
• INTEGRITY Client Alert
• INTEGRITY Constitutional 

Advocacy

https://www.integritylawfirm.id/category/program/integrity-scholarship/
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